BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem
peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari
oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam
bahasa Indonesia . diskresi.. “Dengan /penerapan _konsep.. diversi bentuk
peradilan  formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha
memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu
terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan
di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak
pidana dengan melakukan: pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang
melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Anak adalah
bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan
generasi bangsa yang dimasa yang-akan datang akan melanjutkan
kepemimpinan - bangsa .. Indonesia! . Setiap - anak _ -disamping wajib
mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan
pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang
berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,
kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan
prinsip-prinsip umum perlindungan anak, vyaitu non diskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
dan menghargai partisipasi anak.

. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan
terhadap anak-ini_jugamencakup‘kepentingan yang-berhubungan dengan
kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.
Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai
korban dan saksi. Aparat, penegak hukum yang terlibat dalam penanganan
ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH,
namun lebih mengutamakan. perdamaian daripada proses hukum formal
yang mulai diberlakukan. 2 tahun'setelah \UU SPPA diundangkan atau 1
Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung
merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat
progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari

UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib



menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan
prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan
hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata
cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian
pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara
khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
B. Saran-saran
1. Sistem Peradilan Pidana: Anak| merupakan segala unsur-sistem peradilan
pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi,
Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai
Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA),, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai
institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan
dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau
diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan
dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam
institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative, untuk itu perlu
dilakukan pemahaman semua institusi tersebut untuk menjalankan diversi
anak.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu
disosialisasikan secara terbuka, khususnya bagi jajaran kehakiman di

daerah-daerah. Sebab, Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib



menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan
prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan

hukum pidana di Indonesia.




